RANCANGAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG « |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOM TAHUN

DENGAN RAHMAT TUH MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHA@M REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa rkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
Gube an Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/a Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015, dan

%u menyempurnakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
omor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur,

Q?\ Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia tentang perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota,;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia IN 5656)
sebagaimana telah diubah denga Mng—Undang

Nomor 8 Tahun 2015 (Lembara ara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor , bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No 5678);

3. Peraturan Komisi PemilﬁUmum Nomor 0S5 Tahun
2008 tentang Tata K@ isi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum ProvifiSi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kot agaimana telah beberapa kali
diubah, tera dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umu l@ 1 Tahun 2010;

4. Per Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
2%\ entang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
J eral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
emilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

QE diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Menetapkan

Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL



GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar,
Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota, diubah sebagai berikut: A |

1. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat 7 diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal

(1) Kotak suara sebagaimanaqlmaksud dalam Pasal 4

huruf a digunakan pelaksanaan pemungutan

suara dalam Pe
(2) Kotak su digunakan dalam pemungutan

ara
suara Pe'% Gubernur dan Wakil Gubernur

g anakan tidak bersamaan dengan

upatl dan Wakil Bupati atau Walikota

ak1l Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada
1ap TPS.

tak suara yang digunakan dalam pemungutan

% suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang

Q?\ dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu)
buah pada setiap TPS.

(4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada
setiap TPS.

(5) Kotak suara yang harus disediakan pada

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara



D
o

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat
kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara,
dengan peruntukan sebagai berikut:

a. untuk menyimpan berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
kecamatan, sertifikat hasil dan rincian
penghitungan perolehan suara dari setiap TPS
dalam wilayah desa atau sebutan

lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model
plano yang  merupakan cata% hasil
rekapitulasi hasil penghitungan\ ra dari
setiap TPS dalam wilayah a u sebutan
lain/kelurahan di tingkat %atan, sertifikat
rekapitulasi hasil d \Dan penghitungan
perolehan suara daeriap desa atau sebutan
lain/ kelurahan% ingkat kecamatan, model
plano m@ hasil rekapitulasi hasil
penghitupgan™’suara dari setiap desa atau
sebut /kelurahan di tingkat kecamatan,
t kejadian khusus dan/atau keberatan
@i dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

éenghitungan perolehan suara di tingkat

kecamatan dan daftar hadir peserta rapat

‘ ,E rekapitulasi penghitungan perolehan suara di

tingkat kecamatan;
b. untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan
daftar hadir di TPS;
c. untuk menyimpan berita acara pemungutan
dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil
dan rincian penghitungan perolehan suara di
TPS, catatan hasil penghitungan perolehan
suara sah di TPS, dan model plano yang
merupakan  catatan  hasil penghitungan
perolehan suara di TPS.
(6) Kotak suara yang harus disediakan pada
pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota



&

dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan terdiri atas

3 (tiga) kategori kotak suara, dengan peruntukan

sebagai berikut:

a.

untuk menyimpan berita acara rekapitulasi
hasil penghitungan perolehan suara di tingkat
kecamatan, sertifikat hasil dan rincian
penghitungan perolehan suara dari setiap TPS
dalam wilayah desa atau sebutan

lain/kelurahan di tingkat kecamatan, model
plano yang  merupakan cata% hasil
rekapitulasi hasil penghitungan\ ra dari
setiap TPS dalam wilayah a u sebutan
lain/kelurahan di tingkat %atan, sertifikat
rekapitulasi hasil d Qan penghitungan
perolehan suara daeriap desa atau sebutan
lain/ kelurahan% ingkat kecamatan, model
plano Ca@ hasil rekapitulasi hasil
penghitupgan™’suara dari setiap desa atau

sebut /kelurahan di tingkat kecamatan,

dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil

@%kejadian khusus dan/atau keberatan
sdksi

éenghitungan perolehan suara di tingkat

X

C.

kecamatan dan daftar hadir peserta rapat
rekapitulasi penghitungan perolehan suara di
tingkat kecamatan;

untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan
daftar hadir di TPS;

untuk menyimpan berita acara pemungutan
dan penghitungan suara di TPS, sertifikat hasil
dan rincian penghitungan perolehan suara di
TPS, catatan hasil penghitungan perolehan
suara sah di TPS, dan model plano yang
merupakan catatan  hasil penghitungan

perolehan suara di TPS.

Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang

mencantumkan:



a. nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi
penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan
Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. nama kecamatan dan tulisan salinan daftar
pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.

c. nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan
perolehan suara di TPS untu emilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur ata& ati dan

Wakil Bupati atau Walj Nan Wakil
Walikota.” 0

Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diugh, dan ayat (2) Pasal 13

dihapus, sehingga berbulﬁ agai berikut:
113

(1) Surat suara diberi pe€ngaman dengan tanda khusus
untuk me%n keasliannya yang dapat berupa
mikro k?“

(2) Dih, (@

an ayat (2) Pasal 23 diubah dan ayat (3) Pasal 23

pus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
“Pasal 23

(1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk

mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon

terdiri dari formulir:

a. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Suara di TPS;

b. Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
Perolehan Suara di TPS;

c. lampiran  Sertifikat Hasil dan  Rincian
Penghitungan Perolehan Suara di TPS yang
merupakan catatan hasil penghitungan
perolehan suara sah; dan

d. model Plano yang merupakan catatan hasil



penghitungan perolehan suara di TPS.
(2) Formulir sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf ¢ dan huruf d 1 (satu) rangkap
diberi tanda khusus berupa hologram.

(3) Dihapus.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memetintahkan

pengundangan Peraturan ini dengan penempataN dalam

Berita Negara Republik Indonesia. @V
Ditetapkan\%h;akarta

pada ta%
KQA KOMISI PEMILIHAN UMUM

% REPUBLIK INDONESIA,
?\E HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan @arta
pada tanggv

DIREK i% JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR



